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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geologis dan geografis yang beragam di Kabupaten Purworejo selain

memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam perencanaan pembangunan

wilayah, juga menyimpan ancaman bencana dalam proses kehidupan masyarakat.

Ancaman bencana di berbagai wilayah di Kabupaten Purworejo menjadi salah

satu acuan yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan

pembangunan.

Ancaman banjir di Kabupaten Purworejo yang terjadi pada setiap tahun,

berdampak pada fasilitas dan kehidupan masyarakat termasuk infrastruktur

yang rusak sehingga mengganggu perekonomian. Akibat lebih jauh adalah

menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat, sebagai

contoh bencana banjir yang terjadi pada tahun 2013 serta bencana banjir lainnya

yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Purworejo.

Seperti diketahui, wilayah Kabupaten Purworejo dialiri oleh tiga sungai utama,

yaitu Kali Wawar (DAS Wawar) di sebelah Barat, Kali Jali atau Cokroyasan (DAS

Cokroyasan) di bagian tengah, dan Kali Bogowonto (DAS Bogowonto) di sebelah

Timur. Bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi + 100 mm, selang waktu lebih

dari 2 jam, dan durasi sekitar 2 sampai dengan 3 hari berturut-turut, maka tiga

sungai utama di wilayah Kabupaten Purworejo akan meluap dengan DAS Wawar

akan terlebih dahulu meluap, setelahnya DAS Cokroyasan, dan disusul DAS

Bogowonto. Meluapnya ke tiga DAS tersebut menyebabkan bencana banjir di

sebagian besar wilayah Kabupaten Purworejo. Akibatnya warga di 6 kecamatan di

Kabupaten Purworejo akan merasakan implikasi langsung bencana banjir

tersebut, yakni warga di sebagian wilayah Kecamatan Butuh, Grabag, Bayan,

Ngombol, Bagelen, dan Purwodadi. Fenomena kerawanan ini sudah seharusnya

menjadi dasar bagi warga dan pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menjadi

lebih aktif membangun dan mengembangkan pengurangan risiko bencana banjir.

Untuk menghadapi ancaman banjir tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo

perlu sebuah rencana kontinjensi sebagai salah satu langkah awal dan komitmen

bersama dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak bencana. Rencana

kontijensi disusun dalam sebuah dokumen sebagai pedoman bagi Pemerintah

Kabupaten Purworejo dan para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan

kegiatan saat pra bencana maupun tanggap darurat. Dokumen rencana

kontijensi ini memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah

operasional dalam menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan.
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Dengan demikian pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang

ada di kabupaten dapat mengetahui peran, tugas, dan fungsi mereka masing-

masing dalam melakukan kegiatan tanggap darurat sehingga penyelenggaraan

kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir dengan baik serta

mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk yang

terdampak sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam

memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat dari bencana.

Dokumen Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Kabupaten Purworejo itu sendiri

pernah disusun bersama pada tahun 2014. Namun pada perkembangannya data

yang dinamis akibat dari perubahan topografi dan mobilitas sumber daya yang

ada di Kabupaten Purworejo, maka diperlukan pemutakhiran dan validasi data.

Akibatnya diperlukan suatu review Dokumen Renkon Bencana Banjir tersebut.

Penyusunan Dokumen ini didasarkan pada tanggung jawab Pemerintah

Kabupaten Purworejo beserta masyarakat dan lembaga usaha dalam upaya

kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana banjir. Melalui dokumen ini

diharapkan semua pihak lebih siap menghadapi ancaman bencana banjir di

wilayah Kabupaten Purworejo.

B. Tujuan

Dokumen rencana kontijensi bertujuan:

1. Sebagai pedoman tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Purworejo

agar dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, serta efisien terutama

sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan (stake

holder) yang mengambil peran dalam kondisi darurat.

2. Sebagai salah satu rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana.

3. Sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan rencana penguatan kapasitas

kesiapsiagaan bencana.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Dokumen Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Purworejo

memuat tentang kebijakan dan strategi serta langkah-langkah operasional dalam

menghadapi situasi darurat bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian

pada saat situasi darurat, para pemangku kepentingan yang ada di kabupaten

Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan

akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
Rencana Kontijensi adalah suatu proses identifikasi dan

penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontijensi atau

yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontijensi mungkin tidak

selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak

terjadi.



3

dapat mengetahui peran, tugas dan fungsi mereka masing-masing, serta

penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat akan lebih terpadu dan terkoordinir

dengan baik serta mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi

penduduk yang terdampak. Itu semua merupakan perwujudan tanggungjawab

pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi

masyarakat dari bencana.

Cakupan luasan ancaman bencana banjir dalam rencana kontijensi ini dibatasi

oleh batas administrasi di wilayah Kabupaten Purworejo yang meliputi 6

kecamatan, yaitu Kecamatan Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol, Bagelen, dan

Purwodadi yang diperkirakan terlanda banjir serta kecamatan-kecamatan yang

diperkirakan terdampak banjir.

D. Proses Penyusunan

Rencana kontinjensi merupakan suatu proses perencanaan kedepan, dalam

keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan

teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi

disetujui bersama untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam

situasi darurat atau kritis.

Dokumen rencana kontijensi ini merupakan hasil review dari dokumen rencana

kontinjensi yang telah disusun melalui proses perencanaan kontinjensi, pada

tahun 2014. Proses perencanaan itu melibatkan perwakilan dari unsur

SKPD/lembaga, masyarakat dan lembaga sosial masyarakat, serta dunia usaha,

yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kontijensi ini merupakan prasyarat

bagi tanggap darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontijensi ini,

banyak waktu akan terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan

darurat banjir. Perencanaan kontijensi ini membangun kapasitas sebuah

organisasi tanggap darurat dan harus menjadi dasar bagi rencana operasi

tanggap darurat.

Tahapan penyusunan Rencana Kontinjensi Kabupaten Purworejo ini adalah

sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

a. Rapat pendahuluan oleh internal BPBD untuk menentukan langkah dan

kesiapan penyelenggaraan penyusunan rencana kontinjensi.

b. Rapat koordinasi yang dikoordinir oleh BPBD dengan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan

1) Sosialisasi definisi, prinsip, proses penyusunan rencana kontinjensi

2) Sosialisasi bahaya banjir oleh Fasilitator dari BPBD Kabupaten

Banjarnegara, BPBD Kabupaten Purworejo, dan PSDA Probolo

Kutoarjo.

3) Identifikasi peserta, tim penyusun, pembahasan berbagai ancaman di

daerah setempat dan inventarisasi kebutuhan data.
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4) Pengumpulan data-data lama dan data-data ter-update dari berbagai

sumber.

2. Tahap pelaksanaan

a. Review dokumen renkon yang telah diperbaharui, bersama seluruh

stakeholder yang potensial terlibat dalam penanggulangan bencana Banjir

di Kabupaten Purworejo, BPBD Kabupaten Purworejo, dan Fasilitator dari

BPBD Kabupaten Banjarnegara dengan melakukan penilaian bahaya dan

kajian bahaya serta analisisi berbagai ancaman potensial yang ada di

Kabupaten Purworejo.

b. Penentuan kejadian bahaya yang akan diantisipasi.

c. Pengembagan skenario dan asumsi dampaknya terhadap aspek

kependudukan, sarana dan prasarana vital, aspek ekonomi, fasilitas

umum, aspek pemerintah dan lingkungan.

d. Penetapan tujuan dan strategi pelaksanaan tanggap darurat.

e. Perencanaan klaster untuk menetapkan rencana kerja dan identifikasi

kegiatan masing-masing Bidang Operasi.

f. Koordinasi dan sinkronisasi antar Bidang Operasi.

g. Simulasi (dalam ruangan) operasionalisasi rencana kontigensi menjadi

rencana operasi.

h. Penyusunan dan penulisan draft awal rencana kontingensi, dilengkapi

“Lembar Komitmen dan Lembar Profil Lembaga” masing-masing peserta.

3. Tahap Penyempurnaan

Penyempurnaan draft awal rencana kontingensi.

4. Tahap tindak lanjut

a. Penyusunan dan pengembangan prosedur operasi tanggap darurat.

b. Melaksanakan latihan kesiapsiagaan.

c. Rapat koordinasi tingkat pimpinan.

d. Proses legalisasi oleh kepala daerah.

e. Operasionalisasi dan pemutakhiran rencana kontijensi.

Aktivasi rencana kontijensi dilaksanakan BPBD Kabupaten Purworejo setelah

terdapat tanda-tanda peringatan dini akan datangnya ancaman banjir dari hasil

petugas pos pengamatan sungai Balai PSDA Probolo pada saat “SIAGA 1”.

E. Gambaran Umum Wilayah

1. Wilayah Administrasi

Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, yang

secara geografis terletak pada posisi antara 1090 47’ 28” - 1100 8’ 20” Bujur

Timur dan 7o 32’ – 7o 54” Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purworejo
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adalah 1.034,82 km2 yang terdiri dari + 2/5 daerah dataran dan 3/5 daerah

pegunungan dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

Secara administratif Kabupaten Purworejo terbagi ke dalam 16 kecamatan

yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Dari enam belas kecamatan di

Kabupaten Purworejo, kecamatan terjauh adalah Kecamatan Bruno dengan

jarak + 35 km dari pusat kota, dan kecamatan terdekat dari Kabupaten

Purworejo adalah Kecamatan Banyuurip dengan jarak dari pusat kota + 6 km.

Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo telah terjangkau

angkutan umum. Berikut ini peta administrasi Kabupaten Purworejo.

Gambar 1.1.
Peta Administrasi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah

2. Fisiografis

Daerah Kabupaten Purworejo dibagi menjadi tiga satuan bentang alam, yakni

Pegunungan Kulon Progo, Pegunungan Serayu Selatan, dan Dataran

Purworejo. Satuan bentang alam Pegunungan Kulon Progo (Menoreh) terletak

Sebelah utara :: Kabupaten Wonosobo dan Magelang

Sebelah timur :: Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY

Sebelah selatan :: Samudera Hindia

Sebelah barat :: Kabupaten Kebumen
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di bagian timur - tenggara dan Pegunungan Serayu Selatan berada di bagian

utara – barat laut.

Kedua bentang alam pegunungan tersebut mempunyai variasi puncak ke-

tinggian antara 200 m sampai dengan 900 m di atas permukaan laut dan

kemiringan lereng beragam mulai dari landai (8 - 15%) sampai dengan sangat

terjal (> 45%). Bentang alam Dataran Purworejo terletak di bagian tengah -

selatan, meliputi wilayah Kota Purworejo, Kota Kutoarjo, dan ke selatan

hingga kawasan pantai Samudera Hindia. Dataran Purworejo ini dibatasi oleh

Dataran Kebumen - Banyumas di sebelah barat, sedangkan di sebelah timur

dibatasi oleh Kali Bogowonto dan Pegunungan Kulon Progo. Ke arah timur -

barat, Dataran Purworejo mempunyai lebar lebih kurang 25 km, dan panjang

ke arah utara - selatan sekitar 27 km. Dari utara ke selatan dataran ini

menurun dari ketinggian sekitar 60 m di Kota Purworejo sampai 0 m di atas

permukaan air laut di pantai selatan, dengan kemiringan sangat melandai ke

selatan (0 - 8%).

Dialiri oleh tiga sungai utama, yaitu Kali Wawar di sebelah barat, Kali Jali

atau Cokroyasan di bagian tengah, dan Kali Bogowonto di sebelah timur. Kali

Wawar juga menjadi batas antara Kabupaten Kebumen di sebelah barat dan

Kabupaten Purworejo di sebelah timur. Bagian hulu dan hilir ketiga sungai

tersebut mempunyai pola aliran sejajar berarah utara - selatan. Akan tetapi di

bagian tengah ketiganya mempunyai pola aliran sejajar berarah timur laut -

barat daya. Di bagian hilir Kali Bogowonto sudah memperlihatkan bentuk

aliran berkelok-kelok atau meandering, yang menunjukkan sebagai aliran

sungai berstadium tua. Di bagian hulu Kali Bogowonto mempunyai tiga anak

sungai, yakni Kali Bogowonto sendiri, Kali Kodil dan Kali Banyuasin. Kali

Wawar mempunyai anak cabang Kali Kedunggupit, Kali Pepe, dan Kali

Tunggorono.

Kali Bogowonto, Kali Jali, dan Kali Wawar tersebut di atas dihubungkan oleh

Kali Lereng, yang berarah barat barat daya - timur tenggara. Kali Lereng yang

menghubungkan antara Kali Wawar dengan Kali Jali disebut Kali Lereng

Barat, sedangkan yang menghubungkan antara Kali Jali dengan Kali

Bogowonto dinamakan Kali Lereng Timur. Lebih ke selatan, mendekati garis

pantai juga terdapat aliran sungai bernama Kali Pasir, yang sejajar dengan

Kali Lereng dan garis pantai, dan juga menghubungkan Kali Bogowonto

dengan Kali Jali.

3. Keadaan rupa bumi (topografi)

Bagian selatan Kabupaten Purworejo merupakan daerah dataran rendah

dengan ketinggian antara 0–25 meter di atas permukaan air laut dan bagian

utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050

meter di atas permukaan air laut. Sedangkan kemiringan lereng atau

kelerengan di Kabupaten Purworejo dapat dibedakan sebagai berikut:
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a. Kemiringan 0–2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah

Kabupaten Purworejo.

b. Kemiringan 2–15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno,

Bener, Loano, dan Bagelen.

c. Kemiringan 15–40% meliputi bagian utara dan timur wilayah

Kabupaten Purworejo.

d. Kemiringan >40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen,

Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.

4. Jenis tanah

Kabupaten Purworejo terdiri dari tanah konsosiasi alluvial hidromorf;

konsosiasi alluvial kelabu; Asosiasi gley humus dan alluvial kelabu; komplek

latosol coklat tua, latosol coklat kemerahan dan litosol; Asosiasi latosol

coklat kemerahan dan latosol coklat tua; komplek latosol merah kuning,

latosol coklat tua dan litosol; konsosiasi regosol coklat; konsosiasi regosol

kelabu. Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter

sampai 325 meter di atas permukaan laut.

5. Iklim

Secara topografi letak Purworejo merupakan wilayah yang beriklim tropis

basah dengan suhu antara 19°C - 28°C sedangkan kelembaban udaranya

antara 70 persen 90 persen.

6. Penduduk

Penduduk Kabupaten Purworejo pada awal tahun 2019 berjumlah 785.451

jiwa dengan komposisi 50,32 persen penduduk laki-laki dan 49,68 persen

penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 1.034,82 km2 maka kepadatan

penduduk setiap km² sebesar 759. Laju pertumbuhan pada tahun 2019

sebesar 0,91 persen.

Wilayah Kecamatan Kutoarjo merupakan wilayah terpadat, dengan tingkat

kepadatan 1,668 jiwa setiap kilometer persegi kemudian Kecamatan

Purworejo dengan tingkat kepadatan 1,643 jiwa setiap kilometer persegi.

Dengan demikian pola penyebaran penduduk di Kabupaten Purworejo pada

daerah-daerah yang aktifitas ekonominya tinggi, sarana dan prasarana

memadai dan kondisi sosial ekonominya lebih baik. Sebaliknya kepadatan

penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang

aktifitas ekonominya relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi

masih terbatas, yaitu di Kecamatan Kaligesing dengan tingkat kepadatan

440,48 jiwa setiap kilometer persegi dan Kecamatan Bruno dengan tingkat

kepadatan 482,55 jiwa setiap kilometer persegi.
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Tabel 1.1
Jumlah Desa, Luas Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Tahun 2019

No. Kecamatan Jumlah Desa Luas Wilayah
(Km2)

Jumlah
Penduduk

1. Grabag 32 64.92 49,818
2. Ngombol 57 55.27 35,805
3. Purwodadi 40 53.96 41,529
4. Bagelen 17 63.76 31,528
5. Kaligesing 21 74.73 32,917
6. Purworejo 25 52.72 86,625
7. Banyuurip 27 45.09 43,419
8. Bayan 26 43.21 51,758
9. Kutoarjo 27 37.59 62,709
10. Butuh 41 46.08 43,850
11. Pituruh 49 77.42 53,547
12. Kemiri 40 92.05 59,852
13. Bruno 18 108.43 52,323
14. Gebang 25 71.86 43,547
15. Loano 21 53.65 38,971
16. Bener 28 94.08 57,280

Jumlah 494 1,034.82 785,451
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2019

Komposisi penduduk Kabupaten Purworejo menurut kelompok umur,

menunjukkan kelompok umur yang berusia muda (0 – 14 tahun) sebesar

165,964 jiwa atau 23,29 persen, yang berusia produktif (15 – 64 tahun)

sebesar 462,475 jiwa atau 64,89 persen dan yang berusia tua (> 65 tahun)

sebesar 84,247 jiwa atau 11,82 persen. Dengan demikian maka angka beban

tanggungan (dependency ratio) penduduk Kabupaten Purworejo sebesar

54,10. Kelompok penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan rincian

menurut kelompok umur dan jenis kelamin, menunjukkan penduduk laki-

laki maupun perempuan proporsi terbesar berada pada kelompok umur 15 –

64 tahun.

7. Kesehatan

Fasilitas umum yang terkait dalam penanganan bencana di Kabupaten

Purworejo yakni pelayanan kesehatan pemerintah, yaitu 1 RSUD Kelas B, 27

Puskesmas, 248 Poskesdes. Sementara yang dikelola oleh pihak swasta yaitu:

RSU Amanah Umat Purworejo, RS Panti Waluyo Yakkum Purworejo, RS

Palang Biru Kutoarjo, RSKB Purwa Husada, RSIA Kasih Ibu, RSIA Permata,

RSIA Aisyiyah.
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Tabel 1.2
Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Purworejo

Rumah Sakit Lokasi
RSUD Saras Husada Kecamatan Purworejo
RSIA Aisyiyah Kecamatan Purworejo
RS. Panti Waluyo Yakkum Purworejo Kecamatan Purworejo
RSIA Kasih Ibu Kecamatan Purworejo
RSIA Permata Kecamatan Purworejo
RSKB Purwa Husada Kecamatan Banyuurip
RS. Palang Biru Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo
RSU Amanah Umat Purworejo Kecamatan Purworejo

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka Tahun 2017

F. Potensi Kejadian Bencana

Data kejadian bencana di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah

menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Perubahan kecenderungan dapat

dilihat dari frekuensi kejadian dari rentang tahun data. Data yang

memperlihatkan kecenderungan peningkatan/penurunan kejadian secara

keseluruhan bisa dilihat pada Gambar1.2 di bawah ini.

Gambar 1.2
Grafik Kejadian Bencana di Kabupaten Purworejo

Tahun 2013-2019

Sumber: Pusdalop BPBD Kabupaten Purworejo.

Dari grafik di atas bisa dilihat bahwa terdapat kecenderungan kejadian bencana

di Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2013

– 2019 yaitu:

1. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya menurun terjadi pada bencana

kebakaran.

2. Bencana dengan kecendrungan kejadiannya fluktuatif adalah bencana angin,

banjir, kekeringan, dan gempa bumi.
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3. Bencana dengan kecenderungan kejadiannya meningkat adalah bencana

longsor.

G. Kelembagaan dan Peraturan Kebencanaan Daerah

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Penanggulanan Bencana

Kabupaten Purworejo adalah:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten

Gorontalo Utara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan

Bencana;

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional

Penaggulangan Bencana;

7. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tentang Anggota Unsur Pengarah

Penanggulangan Bencana dari Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun

2008 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun

2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010, tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kontinjensi;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun

2016 tentang Sistem Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

pembentukan Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah;
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14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang

penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2008 tentang

Penjabaran Tupoksi dan Tata Kerja Sekretariatan BPBD Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PurworejoTahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem

Penanggulangan Bencana di Daerah;

20. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Fungsi

dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Purworejo;

21. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Sistem

Penanggulangan Bencana Terintegrasi.

Sejak dibentuk pada Tahun 2012 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten

Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Purworejo, BAB X Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bagian satu kedudukan pasal 101, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris

Daerah, serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada

Bupati.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memimpin

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran

kepada Kepala Badan Penangglangan Bencana Daerah dan unsur pelaksana

dalam penanggulangan bencana di daerah.

Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD dan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat

tanggap darurat dan paska bencana secara terintregrasi.
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BAB II
PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN

A. Penilaian Bahaya

Identifikasi bahaya/ancaman diperoleh dari dokumen Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB), dari data sejarah kejadian bencana, atau hasil kajian para pakar

tentang potensi bencana di suatu daerah. Analisa bahaya/ancaman dilakukan

untuk menentukan indeks bahaya/ancaman dari masing-masing wilayah, dari

hasil analisa tersebut dapat diperkirakan seberapa besaran luas bahaya yang

akan terjadi di suatu daerah.

Pada Rencana Kontinjensi Banjir edisi ke-2 ini, hasil kajian para pakar lebih

menjadi rujukan utama dalam penilaian bahaya yang akan dikembangkan

menjadi penentuan kejadian dan pengembangan scenario.

Dengan mengambil rujukan dari Dokumen RPB Kabupaten Purworejo Tahun 2014,

penilaian indeks bahaya dikelompokkan dalam kelas bahaya rendah, sedang, dan

tinggi. Kelas rendah bernilai indeks 0 sampai 0,333, sedang bernilai indeks 0,334

sampai 0,666, dan tinggi bernilai indeks 0,667-1. Kelas nilai indeks nanti juga akan

menghasilkan juga luas ha bahaya di suatu daerah. Tingkat bahaya terhadap

bencana di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tingkat Bahaya Kabupaten Purworejo

No Jenis Bahaya Indeks Bahaya Tingkat Bahaya

1 Banjir 0.68 TINGGI

2 Kebakaran Hutan dan Lahan 0.70 TINGGI
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3 Kekeringan 0.74 TINGGI

4 Epidemi Dan Wabah Penyakit 0.55 SEDANG

5 Cuaca Ekstrim 0.78 TINGGI

6 Tanah Longsor 0.67 TINGGI

7 Gelombang Ekstrim dan Abrasi 0.27 RENDAH
8 Kegagalan Teknologi 0.32 RENDAH

9 Gempabumi 0.71 TINGGI

10 Tsunami 0.86 TINGGI

Sumber : Dok RPB Kab. Purworejo Tahun 2014

Penilaian ancaman/bahaya dari beberapa jenis ancaman/bahaya dapat juga

dilakukan dengan memberikan nilai berdasarkan probabilitas (P) ancaman

kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Penentuan skala probabilitas

berdasarkan pada prediksi waktu kemungkinan terjadinya suatu bencana di saat

penilaian bahaya dilakukan dengan menggunakan skala 1 sampai 4, begitu juga

dengan dampak kerugian. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 dan 2.3

dibawah ini.

Tabel 2.2
Skala Probabilitas

Skala Keterangan

Skala 1 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu diatas 5 tahun
kedepan

Skala 2 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 1-5 tahun
kedepan

Skala 3 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu 6 bulan-1
tahun kedepan

Skala 4 Kemungkinan bencana terjadi dalam rentang waktu sampai
dengan 6 bulan kedepan

Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman
Bencana BNPB

Tabel 2.3
Skala Dampak Kerugian

Skala Keterangan
Skala 1 Ringan (10-30% wilayah hancur)

Skala 2 Sedang ( 30-50% wilayah hancur)

Skala 3 Parah (50-80% wilayah hancur)

Skala 4 Sangat Parah (80-99% wilayah hancur)

Sumber : Pedoman Penyusunan Rencana Kontijensi Menghadapi Ancaman
Bencana BNPB

Kejadian bencana yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2013-2019 di

Kabupaten Purworejo terekam dalam catatan Data dan Informasi Pusdalop BPBD

Kabupaten Purworejo Tahun 2019. Ringkasan sejarah kejadian bencana yang
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terjadi di Kabupaten Purworejo dari Tahun 2013 sampai dengan 2019 disajikan

dalam Tabel 2.4 lalu dilanjutkan dengan analisa bahaya pada tabel 2.5 dan

gambar 2.1

Tabel 2.4
Sejarah Kejadian Bencana di Kabupaten Purworejo

Tahun 2013-2019

JENIS
BENCANA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tanah longsor 83 111 151 173 287 64 156

Angin 6 44 50 112 67 43 61

Banjir 77 7 23 91 22 2 116

Kebakaran 26 22 22 20 0 2 0

Kekeringan 0 0 25 0 51 43 0

Gempa Bumi 0 13 1 0 1 0 0

Lain-lain 10 9 5 7 6 18 15

TOTAL 202 206 277 403 434 172 348

Sumber : Data dan Informasi Bencana Pusdalop BPBD Kab. Purworejo Per Bulan
September 2019

Memperhatikan data di atas dan kajian ilmiah yang ada dapat disimpulkan skor

probabilitas dan dampak sebagai berikut:

Tabel 2.5
Penilaian Bahaya Kabupaten Purworejo

No Jenis Ancaman/Bahaya P D

1 Tanah longsor 4 2

2 Banjir 4 2

3 Banjir dan Longsor 4 3

4 Angin 3 2

5 Kebakaran 2 2

6 Kekeringan 2 3

7 Gempa Bumi 4 3

8 Tsunami 4 3

P = Probabilitas (kemungkinan terjadinya bencana)

D = Dampak (kerugian yang ditimbulkan)

Gambar 2.1
Matriks Bahaya/Ancaman Bencana Kabupaten Purworejo

Probabilitas

4

D
am

p
ak
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3 Kekeringan

Banjir
dan

longsor.
Gempa,
Tsunami

2 Kebakaran Angin
Tanah
longsor,
banjir

1

1 2 3 4

B. Penentuan Kejadian

Berdasarkan pada hasil penilaian bahaya dapat diketahui bahwa banjir, bersama

tanah longsor, tsunami, kekeringan, dan angin kencang/angin puting beliung

merupakan bencana utama di Kabupaten Purworejo. Sementara banjir juga

merupakan ancaman bencana dengan potensi dampak terbesar, termasuk

potensi banyaknya jumlah korban. Hal inilah yang menjadi pertimbangan

perlunya melakukan review Rencana Kontinjensi Bencana Banjir.

BAB III
PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN DAN

SKENARIO DAMPAK BENCANA

A. Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

Berdasarkan pnilaian ancaman/bahaya Dokumen RPB Kabupaten Purworejo

Tahun 2014 dan catatan Data dan Informasi Pusdalop BPBD Kabupaten

Purworejo Per September 2019, skenario kejadian banjir untuk perencanaan

kontinjensi ditetapkan sebagai berikut:

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan November

20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan intensitas curah

hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari 20XX. Pada tanggal 01

Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas tinggi + 100 mm dengan selang

waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2 hari berturut-turut terjadi peningkatan

debit air yang terjadi mulai pukul 16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada

pukul 19.30 WIB. Terjadi luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar,

menyusul DAS Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana

banjir di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa wilayah

mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana prasarana, sebagian

warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang, sebagian warga belum

terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga selama 7 hari dan diperkirakan 2

meter diatas pemukiman dengan masa tanggap darurat selama 14 hari.
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Berikut kronologis kejadian bencana banjir luapan air pada 3 (tiga) DAS di

wilayah Kabupaten Purworejo, sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Kronologis Kejadian Bencana Banjir pada DAS Wawar

No Item Keterangan

1 Asal Penyebab

- Curah hujan tinggi
- Tanggul jebol
- Penyempitan sungai
- Pendangkalan sungai

2 Faktor Perusak

- Kecepatan arus
- Material pasir, lumpur, dan smapah
- Pertumbuhan eceng gondok

3 Tanda Peringatan
- Air keruh
- Curah hujan tinggi di hulu

4 Selang waktu/Kecepatan Hadir
- 12 jam (wilayah Butuh)
- 24 jam (wilayah Grabag)

5 Frekuensi 3 kali dalam 1 musim hujan

6 Periode
- Banjir biasa/kecil (tiap tahun)
- Banjir besar (tiap 5 tahun)

7 Durasi

- Pituruh : 24 jam
- Butuh Utara : 1-3 hari
- Butuh Selatan : 6 hari
- Grabag : 2-3 hari

8 Intensitas 30 – 150 cm

9 Lokasi
- Pituruh sebelah barat
- Butuh sebelah utara dan selatan
- Grabag sebelah barat

Sumber : Hasil FGD Tim Penyusun Renkon Banjir Kab. Purworejo tanggal 23
September 2019

Tabel 3.2
Kronologis Kejadian Bencana Banjir pada DAS Cokroyasan

No Item Keterangan

1 Asal Penyebab - Hujan intensitas tinggi + 100 mm dalam waktu
yang singkat

2 Faktor Perusak
- Penyumbatan aliran akibat longsoran tebing
(barungan bambu), sampah, dll

- Debit air yang besar dan arus yang cepat

3 Tanda peringatan
- EWS Banjir di Jrakah
- Control point di Bendung Jrakah, Jembatan
Kalidulang, Jembatan Kali Dlangu Pacor

4 Selang waktu/
Kecepatan Hadir

- 2 jam

5 Frekuensi - 4-5 kali/tahun (musim penghujan)
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6 Periode - Setiap tahun

7 Durasi - 2-3 hari

8 Intensitas 1 – 2 m

9 Lokasi

- Beringin
- Sambeng
- Bayan
- Botodaleman
- Botorejo
- Tanjungrejo
- Krandegan
- Tangkisan
- Pogungkalangan
- Dewi
- Pogungjurutengah
- Jatingaran
- Tanjung
- Kedungkamal
- Butuh
- Dlangu
- Kedungsri
- Bendungan

Sumber : Hasil FGD Tim Penyusun Renkon Banjir Kab. Purworejo tanggal 23
September 2019

Tabel 3.3
Kronologis Kejadian Bencana Banjir pada DAS Bogowonto

No Item Keterangan

1 Asal Penyebab
- Hujan deras
- Sampah pertanian menutup aliran sungai
- Parapet jebol

2 Faktor Perusak - Arus air deras

3 Tanda peringatan - Alat komunikasi tradisional/elektronik

4 Selang waktu/Kecepatan
Hadir

- 1-2 hari
- 3-6 jam hujan deras berturut-turut

5 Frekuensi - 2-3 kali selama musim penghujan

6 Periode - Musim hujan

7 Durasi - 1-2 hari

8 Intensitas - 2 m diatas pemukiman

9 Lokasi

- Kec. Bagelen : Desa Kemanukan, Piji,
Soko, Kalirejo, Bagelen, Krendetan, Bugel,
Bapangsari, Dadirejo

- Kec. Purwodadi : Desa Karangmulyo,
Ketangi, Dragolan, Jenarwetan, Purwosari,
Purwodadi, Guyangan, Bubutan, Sidoarjo,
Kebonsari, Banjarsari, Karangsari,
Watukuro

- Kec. Ngombol : Desa Wingkoharjo,
Wingkosanggrahan, Wingko Mulyo,
Wingkosigromulyo dan Laban
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Sumber : Hasil FGD Tim Penyusun Renkon Banjir Kab. Purworejo tanggal 23
September 2019

B. Aspek Manusia
Aspek manusia merupakan salah satu aspek yang akan terdampak apabila

terjadi banjir. Setidaknya ada 262 desa di 7 kecamatan di wilayah Kabupaten

Purworejo akan terkena dampak langsung banjir. Berikut ini daerah di

Kabupaten Purworejo yang berisiko terkena bencana banjir sebagaimana

terangkum dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Kecamatan yang Akan Terkena Dampak Banjir

No Kecamatan Jumlah
Penduduk Terdampak

1 Pituruh 53.547 Banjir

2 Butuh 43.850 Banjir

3 Grabag 49.818 Banjir

4 Bayan 51.758 Banjir

5 Ngombol 35.805 Banjir

6 Bagelen 31.528 Banjir

7 Purwodadi 41.529 Banjir

Total 307.835

Bencana banjir juga akan mengancam aset-aset yang ada di Kabupaten

Purworejo secara aspek manusia, yaitu :

1. Kehidupan : mereka tidak

dapat

melakukan

aktivitasnya/bek

erja, bertani,

dan kegiatan

lainya, di

kecamatan yang

terdampak

banjir. Pada

daerah

terdampak

banjir juga

ditemukan

korban jiwa

yang

berpengaruh

pada kondisi

jiwa (trauma).
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2. Kesehatan : Timbulnya

penyakit gatal

(penyakit kulit),

diare, ISPA,

muntaber, dan

psikologis.

3. P

enduduk

: Banyak

masyarakat

mengungsi

seperti di Mako

Brimob-

Kutoarjo, SAC-

Butuh, Pondok

Pesantren

Pekutan –

Bayan, Rumah

Bapak Kelik S -

Grabag, pada

dampak

penduduk ini

juga

berpengaruh

pada hubungan

antar warga

yaitu aktifitas

sosial terganggu

karena akses

yang terputus.

C. Aspek Fisik

Selain berdampak pada aspek manusia, bencana banjir juga besar kemungkinan

juga akan mengakibatkan kerusakan pada aspek fisik yang berakibat pada

terganggunya fungsi layanan yang biasanya digunakan masyarakat. Aset-aset

fisik yang terdampak banjir adalah jembatan, jalan, sekolah, Puskesmas, Rumah-

rumah penduduk, tempat ibadah, pasar, dan lain lain. Jumlah serta tingkat

kerusakan fisik serta lamanya gangguan yang terjadi bisa diperkirakan pada tabel

berikut.

Tabel 3.5
Dampak Bencana Banjir Pada Fisik

No Jenis Tingkat Kerusakan Lama Gangguan
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Fungsi Layanan
(Hari)Ringan Berat

1 Jaringan listrik  1 hari
2 Pengolahan air bersih  14 hari

3 Prasarana transportasi (Jalan,
jembatan dll)  14 hari

4 Sarana komunikasi (BTS,
jaringan telepon, dll)  1 hari

5 Rumah sakit - -
6 Puskesmas  7 hari
7 Sekolah  7 hari
8 Kantor pemerintahan  7 hari
9 Rumah  10 hari

Total

D. Aspek Sosial Ekonomi

Berikut perkiraan dampak bencana banjir pada aspek Sosial Ekonomi :.

1. Melonjaknya harga sembako diakibatkan akses jalur distribusi terputus;

2. Gagal panen di 7 (tujuh) kecamatan terdampak;

3. Banyak kolam/empang terendam banjir;

4. Aktivitas warga terganggu sehingga tidak dapat bekerja (Buruh tani);

5. Terganggunya proses belajar mengajar, rusaknya ribuan hektar tanaman padi

siap panen, terputusnya jalur perdagangan

6. Kriminalitas meningkat, trauma, stress, dll.

Tabel 3.6
Dampak Bencana Banjir Pada Aspek Sosial Ekonomi

No Jenis Tingkat Kerusakan Lama Gangguan
Fungsi (Hari)Ringan Berat

1 Pasar tradisional  14

2 Bank 

3 Peternakan  14

4 Pabrik 

5 Industri 

E. Aspek Alam

Berikut perkiraan dampak bencana banjir pada aspek alam :

1. Lahan Pertanian rusak di Kec. Butuh, Grabag, Bayan, dan Ngombol
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2. Pendangkalan Sungai, pencemaran lingkungan (bangkai), tumpukan sampah

sehingga menimbulkan pencemaran dan terjadinya pencemaran sumur.

Tabel 3.7 Dampak Bencana Banjir Pada Aspek Alam

No Jenis
Tingkat

Kerusakan Keterangan
Ringan Berat

1 Pencemaran (air, udara,….dll) 

2 Kerusakan hutan/lahan 

3 Sawah, ladang, kebun 

4 Hutan 

5 Tambak 

Total 3 2

BAB IV
PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENANGANAN DARURAT

A. Tujuan

Dalam rangka penanganan korban yang ditimbulakan oleh bencana banjir, maka

Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan tujuan tanggap darurat bencana,

sebagai berikut :

1. Menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.

2. Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana.

3. Terlindunginya kelompok rentan.

4. Fungsi sarana dan prasarana vital dapat dipulihkan kembali.

B. Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka penanganan bencana

banjir, sebagai berikut :

Melakukan Penanganan Darurat Bencana Banjir secara paripurna dan

terintegrasi, dengan cakupan pelayanan pada pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat korban bencana, serta pemulihan fungsi sarana dan prasarana

penting, dengan memprioritaskan kelompok-kelompok rentan.

C. Strategi Tanggap Darurat
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Adapun untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka

ditetapkan beberapa strategi, yaitu :

1. Penetapan masa tanggap darurat selama 14 hari dengan Keputusan Bupati.

2. Melakukan peran koordinasi, komunikasi dan informasi secara vertical,

horizontal, internal, dan eksternal.

Aktivitas:

a. Pendirian Posko di Kantor BPBD Kabupaten Purworejo.

b. Pendirian Pos Lapangan di SDN Sruwohrejo, Kantor Kecamatan Bayan,

dan Area Mesjid Desa Bapangsari.

c. Menyusun struktur organisasi TDB.

d. Koordinasi dan komunikasi aktif.

e. Menyediakan akses informasi masyarakat dan media.

f. Memberikan laporan perkembangan secara periodik.

3. Penanganan korban terluka, meninggal dunia, dan hilang dengan melakukan

pelayanan pencarian dan penyelamatan,

Aktivitas:

a. Pencarian.

b. Penyelamatan.

c. Perawatan (Pertolongan Pertama).

4. Penanganan korban selamat (pengungsi) dengan memenuhi kebutuhan dasar

(pangan, sandang, papan), termasuk kesehatan, psikososial, dan pendidikan.

Aktivitas:

a. Pendirian/penentuan shelter/penampungan darurat.

b. Pendirian Dapur Umum.

c. Pengelolaan logistik.

d. Pelayanan kesehatan dan psikosisial.

e. Pendidikan darurat (sekolah darurat).

f. Mendirikan tempat peribadatan darurat.

5. Pemulihan fungsi saran dan prasarana umum

yang vital

Aktivitas:

a. Pemulihan akses listrik.

b. Pemulihan akses air bersih.

c. Pemulihan akses jalan.

d. Pembangunan jembatan darurat.

6. Memastikan keamanan seluruh masyarakat dan

keamanan aset

Aktivitas:

Patroli keamanan, dengan melibatkan seluruh potensi yang ada.

7. Membebaskan masyarakat korban bencana dari kemungkinan biaya yang

ditimbulkan dari pelayanan-pelayanan tersebut di atas.
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8. Memobilisasi seluruh OPD, institusi pemerintah

dan swasta, untuk melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya sesuai dengan

komitmen yang telah disepakati.
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BAB V
PERENCANAAN BIDANG OPERASI

A. Penentuan Pos Komando.

Apabila terjadi bencana banjir yang dipicu oleh curah hujan dengan intensitas

yang tinggi + 100 mm selang waktu lebih dari 2 jam dengan durasi 2 (dua) hari

berturut-turut dan terjadi luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar,

DAS Cokroyasan, serta DAS Bogowonto, maka Kepala Daerah akan menetapkan

status tanggap darurat bencana yang diikuti dengan pembentukan struktur

sistem komando penanganan darurat bencana yang dalam penyelenggaraannya

mencakup :

1. Posko PDB sebagai perangkat pengendali operasi;

2. Pos Lapangan PDB sebagai perangkat pelaksana operasi;

3. Pos Pendukung PDB sebagai perangkat pendukung operasi; dan

4. Pos Pendamping PDB sebagai perangkat pendamping

operasi.

Struktur sistem komando penanganan darurat bencana menurut Perka BNPB No

03 Tahun 2016.

1. Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

Gambar 5.1
Struktur Pos Komando Penanganan Darurat Bencana

KOMANADAN

WAKIL KOMANADAN

SEKRETARIAT BAGIAN
PERENCANAAN

PERWAKILAN
INSTANSI /
LEMBAGA

BAGIAN
DATA, INFORMASI

DAN HUMAS

BIDANG
OPERASI
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2. Struktur Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

Gambar 5.2.
Struktur Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

3. Struktur Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Gambar 5.3.
Struktur Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

Selanjutnya, untuk pelaksanaan operasi dibentuklah bidang operasi. Penentuan

jumlah dan nama bidang operasi disesuaikan dengan jenis, besarnya dampak

bencana, kapasitas serta karakteristik daerah. Bidang operasi yang dibutuhkan

dalam penanganan darurat :

1. Bidang Operasi Pencarian dan Evakuasi (SAR)

2. Bidang Operasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan

3. Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

4. Bidang Operasi Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan Fungsi Sarpras

5. Bidang Operasi Keamanan dan Ketertiban

KOORDINATOR

WAKIL KOORDINATOR

SEKRETARIAT

SEKSISEKSISEKSI

KOORDINATOR

WAKIL KOORDINATOR

SEKRETARIAT
BAGIAN DATA

INFORMASI DAN
HUMAS

PERWAKILAN
INSTANSI /

LEMBAGA TERKAIT

BIDANG
OPERASI

BIDANG
OPERASI

BIDANG
OPERASI
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B. Perencanaan Pos Komando

1. Sasaran

Adapun sasaran pembentukan Pos Komando Penanaganan Darurat Bencana

antara lain:

a. Tersedianya tenaga operasional yang dapat dimobilisasi untuk

penanganan bencana.

b. Terkoordinirnya kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

c. Terkendalinya sistem pengamanan lingkungan di kawasan bencana dan

di lokasi pengungsian.

d. Terinventarisasinya jumlah personil sarana dan prasarana, peralatan dan

logistik lainnya yang dibutuhkan dan digunakan untuk penanganan

darurat.

e. Terkoordinirnya seluruh bantuan untuk penanganan darurat yang

ditujukan pada masing-masing sektor.

f. Tersedianya data mengenai jumlah korban, dampak kerusakan beserta

jumlah kerugiannya, jenis dan jumlah kebutuhan serta laporan situasi

yang selalu dimutakhirkan.

g. Tersedianya mekanisme dan aturan mengenai pengelolaan bantuan baik

berupa tenaga manusia, dana ataupun peralatan.

2. Kegiatan

Tabel 5.1.
Kegiatan Posko

No Jenis Kegiatan Instansi/Lembaga
Penanggung

jawab
(instansi/Le

mbaga)
Waktu

1 Kajian cepat serta
pembentukan
Tim

BPBD,TNI, POLRI,
Kesbangpol, Satpol
PP, Bappeda, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan, Dishub,
Dinas PU, PMI,
PDAM, PLN, Relawan
kebencanaan,ORARI,
RAPI dan Semkom.

BPBD
Kabupaten
Purworejo

1-2 Jam setelah
bencana dan bisa
dilanjutkan sesuai
kebutuhan.

2 Pendirian Posko
Utama/Induk

BPBD,TNI, POLRI,
Satpol PP, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan,
Dinkominfo, Dinas
PU, PMI, PDAM, PLN,
ORARI, RAPI, Senkom
dan relawan
kebencanaan

BPBD
Kabupaten
Purworejo

Maksimum 2x24 jam
setelah terjadi
bencana dan berakhir
sampai pada saat
masa tanggap darurat
selesai.

3 Memfalisitasi
penyusunan
rencana operasi
dan menyiapkan
tenaga
operasional

BPBD,TNI, POLRI,
Satpol PP, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan,
Dinkominfo, Dinas
PU, PMI, PDAM, PLN,

BPBD Kab
Purworejo

Maksimum 2x24 jam
setelah terjadi
bencana berakhir
Sampai dengan pada
saat masa tanggap
darurat selesai



27

No Jenis Kegiatan Instansi/Lembaga
Penanggung

jawab
(instansi/Le

mbaga)
Waktu

Termasuk
menerima,
menampung/men
data relawan
kebencanaan

ORARI, RAPI, Senkom
dan relawan
kebencanaan

4 Pengerahan dan
mobilisasi
sumber daya

BPBD,TNI, POLRI,
Satpol PP, Dinas
Sosial, Dinas
Kesehatan,
Dinkominfo, Dinas
PU, PMI, PDAM, PLN,
ORARI, RAPI, Senkom
dan relawan
kebencanaan

BPBD Kab
Purworejo

segera setelah rencana
operasi ditetapkan
sampai dengan pada
saat masa tanggap
darurat berakhir

5 Mengkoordinasik
an kegiatan
masing-masing
sektor

BPBD,TNI, POLRI,
Satpol PP, Bappeda,
Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan,
Dinkominfo, Humas,
Dinas PU, PMI,
PDAM, PLN dan
Relawan PB

BPBD Kab
Purworejo

segera setelah rencana
operasi ditetapkan
setiap pukul 08.00
WIB dan 20.00 WIB
selama pada saat
masa tanggap darurat

6 Memberikan
rekomendasi
kepada
Komandan
Tanggap Darurat
Bencana
mengenai
perubahan
strategi dan
rencana operasi

BPBD BPBD Kab
Purworejo

1x24 jam setelah
operasi dilaksanakan/
berjalan, sampai
dengan pada saat
masa tanggap darurat
berakhir

7 Membuat laporan
pelaksanaan
penanganan
darurat bencana
secara
menyeluruh

BPBD,TNI, POLRI,
Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan,
Dinkominfo, Dinas
PU, PMI, PDAM,
Relawan PB.

BPBD Kab
Purworejo

1x24 jam setelah
operasi dilaksanakan/
berjalan
setiap pukul 10.00
WIB dan 22.00 WIB
selama saat masa
tanggap darurat.

8 Menerima,
menyimpan dan
mendistribusikan
bantuan logistik
sesuai SOP

BPBD, PDAM,
Relawan PB, ORARI,
RAPI, Senkom

BPBD Kab
Purworejo

1x24 jam sampai
dengan pada saat
masa tanggap darurat
berakhir

3. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 5.2.
Kebutuhan dan Kestersediaan Sumber Daya Posko

No Jenis Sumber
Daya

Kebutuh
an

Satuan Keter
sedia
an

Kesen
jang
an

Instansi/
Lembaga

Strategi
Pemenuh

an
1 Tenda Posko

Utama
4 set 4 BPBD, Kodim

Batalion 412,

2 Tenda Pleton 8 set 8 Batalion 412,
Polres.
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3 Kursi 100 buah 40 60 BPBD Pinjam
Kecamatan
dan Desa
ketempatan

4 Komputer 4 unit 4 BPBD

5 Printer 4 unit 4 BPBD

6 Sound System 1 set 1 BPBD

7 Handy Talky 5 buah 5 BPBD, RAPI,
ORARI dan
SENKOM

8 Papan data 10 Buah 10 BPBD,
Kecamatan,
Desa

9 GPS 4 Buah 4 BPBD, Dinas
LH.

10 Kertas Milimeter 10 Rol 10 BPBD

11 Kertas HVS 8 rim 8 BPBD

12 Peta 6 lembar 6 BPBD

13 Alat Penerangan 24 Set 24 BPBD, PLN

14 Televisi 4 unit 1 3 BPBD Pinjam
Desa

15 Kamera Digital 4 Buah 2 2 BPBD Pinjam

16 Handy Cam 4 Buah 1 3 BPBD Pakai HP
petugas

17 Sepatu Bot 40 Buah 20 20 BPBD pengadaan
18 Dispenser 4 Buah 1 3 BPBD Pinjam

Kecamatan
dan desa
setempat

19 Genset 4 Set 4 - BPBD dan PLN pengadaan
20 BBM Genset 40 lt/hari 40 - BPBD

21 Mobil
operasional

6 unit 6 - BPBD, Kodim,
Polres, Yon 412,
Satpol PP.

22 BBM Mobil
operasional

60 lt/hari 60 - BPBD

23 Sepeda Motor
operasional

6 unit 6 BPBD

24 BBM sepeda
motor
operasional

24 lt/hari 24 BPBD

25 Telepon
Genggam

21 buah - 21 Pinjam/Me
makai telp
petugas

26 Pulsa 50.000 Per hp BPBD

28 Mesin fax 1 unit 1 BPBD

29 Laptop 4 unit 4 BPBD

30 Akses internet 1 Set 1 BPBD

31 Tikar 20 lembar 20 BPBD

32 Ponco 40 buah 20 20 BPBD Petugas
lapangan

33 Field bed 15 Buah 15 - BPBD

34 Kipas Angin 6 Buah 6 - BPBD
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35 Sarung tangan 40 pasang 40 - BPBD dan PMI

36 Masker 12 pak 12 BPBD dan PMI

37 Head Lamp 20 Buah 20 BPBD, Petugas

38 Senter 20 Buah 20 - BPBD, Petugas.

39 Tangki air bersih 2 Buah 2 -
40 MCK 4 Set 4 - BPBD dan Desa

tempat Pos
Lapangan

41 Megaphone 4 set 4 - BPBD, Kodim,
Polresdan PMI.

42 Radio RIG 5 set 5 - BPBD, ORARI,
RAPI dan
SENKOM

43 Plastik data 20 meter 0 20 pengadaan

C. Perencanaan Bidang Operasional

1. Bidang Operasi Pencarian dan Evakuasi (SAR)
a. Situasi

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan

November 20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan

intensitas curah hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari

20XX. Pada tanggal 01 Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas

tinggi + 100 mm dengan selang waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2

hari berturut-turut terjadi peningkatan debit air yang terjadi mulai pukul

16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada pukul 19.30 WIB. Terjadi

luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar, menyusul DAS

Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana banjir di

7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa

wilayah mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana

prasarana, sebagian warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang,

sebagian warga belum terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga

selama 7 hari dan diperkirakan 2 meter diatas pemukiman dengan masa

tanggap darurat selama 14 hari.

b. Sasaran

Sasaran dibentuknya Bidang Operasi Pencarian dan Evakuasi (SAR),

antara lain:

1) Terlaksananya evakuasi korban bencana.

2) Terlaksananya proses pencarian dan evakuasi korban hilang

termasuk penyelenggaraan jenazah (apabila ada korban MD).

3) Identifikasi korban

c. Pelaksana, Struktur Bidang Operasi dan Kegiatan

1) Pelaksana
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SC
( SAR Coordinator)

SMC(SAR MissionCoordinator)
Koordinator Operasi

Operasi Logistik Komunikasi Intel

OSC (On Scene Commander)
Koordinator Lapangan

SAR UnitSAR Unit SAR Unit

a) Pelaksana pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban saat

Tanggap Darurat, terdiri dari unsur BPBD, BASARNAS/SAR,TNI

dan POLRI,PMI, Departemen Teknis/Dinas, BANSER, ORARI, RAPI,

SENKOM, serta organisasi relawan lainnya.

b) Berdasarkan Struktur Organisasi Posko Penanganan Darurat

Bencana, SAR berada di bawah Bidang Operasi, yang terdiri dari,

Sub Seksi Pencarian, Sub Seksi Pertolongan, dan Sub Seksi

Evakuasi.

c) Lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah

dapat berperan dalam Pencarian, Pertolongan, dan

Evakuasi, dengan persetujuan Kepala BNPB/BPBD,

setelah berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait

dan dalam operasinya berada di bawah komando Posko

Penanganan Darurat Bencana.

2) Struktur Bidang Operasi

Gambar 5.4.
Struktur Bid Operasi Pencarian dan Evakuasi (SAR)SAR

3) Kegiatan

Mekanisme Pencarian, Pertolongan, Dan Evakuasi meliputi:

a) Pencarian

Kegiatan pencarian dilakukan dengan langkah-langkah :
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i. Tim pencarian menuju lokasi bencana setelah

mendapat informasi kejadian bencana dan mendapat

komando dari komandan tanggap darurat.

ii. Memetakan kondisi cuaca, geografis, topografis, dan keadaan

awal akibat bencana;

- Menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana

serta mengadakan pembagian daerah pencarian, dengan

membuat batasan lokasi bencana.

iii. Memetakan kondisi serta jumlah korban : korban selamat,

dan korban sakit. Pemetaan kondisi korban sakit

menggunakan triase empat tingkat yaitu :

- hijau, tidak gawat tidak darurat,

- kuning, gawat tidak darurat,

- merah, gawat darurat

- hitam, meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan

dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh

pihak yang berwenang.

iv. Mengidentifikasi dan mengantisipasi kebutuhan yang

diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi korban bencana.

v. Mengidentifikasi sumberdaya lokal dan potensi risiko sekunder

bagi keselamatan korban dan penolong.

vi. Melaporkan kegiatan pencarian secara berkala per 3 jam atau

per 6 jam atau sesuai kondisi.

b) Pertolongan

Kegiatan pertolongan dilakukan dengan langkah-langkah:

i. Tim menyusun rencana pertolongan;

ii. Tim penolong menuju lokasi bencana bersama tim pencarian

dengan terlebih dahulu mempelajari batasan wilayah

penanggulangan yang telah ditetapkan oleh Tim Pencarian;

iii. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana di

tempat kejadian;

iv. Pengobatan sementara kepada korban bencana di tempat

kejadian;

v. Melakukan rujukan bagi korban yang memerlukan tindakan

lebih lanjut;

vi. Melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam

atau per 6 jam atau sesuai kondisi.
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c) Evakuasi

Kegiatan evakuasi dilakukan dengan langkah-langkah:

i. Tim evakuasi menuju lokasi bencana bersama tim pencarian

dan tim penolong dengan waktu 2 jam setelah bencana terjadi;

ii. Memindahkan korban bencana keluar dari sumber bencana ke

tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya;

iii. Memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana

selama dalam perjalanan;

iv. Memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada korban

bencana;

v. Mengumpulkan dan mengevakuasi korban meninggal serta

melakukan pemulasaran sekaligus memakamkannya.

vi. Melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 jam atau

per 6 jam atau sesuai kondisi.

Tabel 5.3.
Kegiatan Bidang Operasi Pencarian dan Evakuasi (SAR)

No Kegiatan Pelaku/Intansi/Lembaga Waktu

1 Melaksanakan kegiatan
koordinasi untuk penyiapan
sumberdaya personel dan
peralatan yang terkait
kegiatan SAR, evakuasi dan
transportasi

BPBD, BASARNAS, POTENSI
SAR, TNI, POLRI, PMI,
BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOF dan
Relawan PB.

Pada situasi siaga
darurat

2 Mobilisasi potensi
sumberdaya yang
dibutuhkan untuk
pencarian, pertolongan, dan
penyelamatan korban

BPBD, BASARNAS, POTENSI
SAR, TNI, POLRI, PMI,
BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOF dan
Relawan PB

Pada saat tanggap
darurat

3 Membuka akses jalan
menuju lokasi bencana

BPBD, DISHUB, BASARNAS,
POTENSI SAR, TNI, POLRI,
PMI, BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOFdan
Relawan PB.

Pada saat tanggap
darurat

4 Menyiapkan kendaraan
pengangkut sesuai
kebutuhan (jumlah
pengungsi dan kondisi
medan/akses jalan)

BPBD, BASARNAS, POTENSI
SAR, TNI, POLRI, PMI,
BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOFdan
Relawan PB

Pada saat siaga
darurat hingga
tanggap darurat

5 Melakukan evakuasi
pengungsi ke tempat
pengungsian yang aman

BPBD, BASARNAS, POTENSI
SAR, TNI, POLRI, PMI,
BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOFdan
Relawan PB

Pada saat siaga
darurat hingga
tanggap darurat

Melakukan pencarian,
pertolongan, dan
penyelamatan korban

BPBD, BASARNAS, POTENSI
SAR, TNI, POLRI, PMI,
BANSER, ORARI, RAPI,
SENKOM, MDMC, IOFdan

Pada saat tanggap
darurat
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Relawan.

d. Proyeksi Kebutuhan dan Analisis Kesenjangan

Tabel 5.4
Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Bidang Operasi Pencarian dan

Evakuasi (SAR)

No Jenis
Sumberdaya

Kebutuh
an

Satuan Keter
sedia
an

Kesen
janga
n

Instansi/
Lembaga

Strategi
Pemenuhan

I PERSONIL

1 SAR (Trampil) 450 orang 380 70 Basarnas,
Kodim, Yon 412,
Pos AL, Polres,
Brimob, SAR
Kab, PMI, IOF,
PMB Rescue,
Senkom,
Banser, Ubaloka
dan Mapala
UMP

Meminta
bantuan
Relawan
SAR dari
luar kota.

Relawan PB 344 orang 344 PMI, PMB
Rescue, Banser,
Ubaloka dan
Mapala UMP,
Relawan
Destana, ORARI,
RAPI, SENKOM,
IPPU, MDMC,
IOF, Patko dll.

Medis 36 orang 36 - DKK,
Puskesmas,
RSUD, dll.

830 760 70

II SARPRAS

1.
Peralatan
Pencarian dan
Evakuasi
a. Truk 17 unit 11 6 PBD, Satpol PP,

Kodim 0708,
Batalion 412,
Polres, Brimob,
Dishub

Pinjam
dunia
usaha

b. Ambulan
(sektor A : 2,
sektor B : 3,
sektor C : 3)

20 unit 20 -
PMI, RSU, DKK,
Puskesmas,
Basnas, Desa

c. Pick Up/4
WD

20 unit 20 - BPBD, Satpol
PP, Kodim,
Polres, Dinhub,
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Polsek, Batalion
412, Dinsos, PU,
DKK, IOF

d. Tandu 50 unit 7 43 PMI, RSU,
Puskesmas,
DKK, RS Swasta

Memanfaat
kan Sumber
daya yg ada

e. Kantung
Mayat

28 buah 28 - BPBD, PMI.

f. LCR / prahu
karet

35 buah 16 29 BPBD, Batalion
412, Polres,
Brimob, DKK,
Bogowonto
Refting,
Basarnas

Pinjam
BPBD Luar
Kota,
Relawan
luar kota
dan
memanfaatk
an sumber
daya yang
ada.

g. Perahu Fiber 6 buah 5 1 BPBD, Desa
Dadirejo

h. Prahu
Katamara

8 buah - BPBD, PMB
Rescue, dan
Brimob

i. Mesin tempel 10 buah 9 1 BPBD, Batalion
412

Pinjam
Relawan
Nelayan

j. Binocular 5 buah
5 -

Batalion 412,
Kodim, Brimob,
Polres, Basarnas

2. Alat Pelindung
Diri
a. Sarung

tangan latex
830 pasang 250 580 BPBD, PMI,

DKK,
Puskesmas

Pengadaan

b. Masker
2.500 buah 2500 -

BPBD, DKK,
PMI,
Puskesmas,
RSU.

c. Pelampung 50 buah 50 - BPBD, SAR Kab,
Granat Rescue,
PMB Rescue,
Batalion 412,
Kodim 0708,
Polres, Brimob,
Senkom

3. First Ait Kit 39 set 12 27 PMI, DKK,
Puskesmas,
Batalion 412

Pengadaan

4. Senter spot 5 buah 5 - BPBD, Polres,
Batalion 412,
PMI

5. Cangkul 10 buah 10 - BPBD

6. Kain kafan 126 meter 126 - BPBD

7. Alkom (HT) 25 buah
25 -

BPBD, ORARI,
RAPI, SENKOM,
SAR Kab, PMB
Rescue,
Basarnas,dll

8. BBM Truk 1.800 Liter 1.800 - BPBD

9. BBM Pick Up 1.650 liter 1.650 - BPBD

BBM mesin 900 liter 900 - BPBD
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2. Bidang Operasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan
a. Situasi

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan

November 20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan

intensitas curah hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari

20XX. Pada tanggal 01 Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas

tinggi + 100 mm dengan selang waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2

hari berturut-turut terjadi peningkatan debit air yang terjadi mulai pukul

16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada pukul 19.30 WIB. Terjadi

luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar, menyusul DAS

Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana banjir di

7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa

wilayah mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana

prasarana, sebagian warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang,

sebagian warga belum terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga

selama 7 hari dan diperkirakan 2 meter diatas pemukiman dengan masa

tanggap darurat selama 14 hari.
b. Sasaran

1) Terlaksananya kegiatan triage

2) Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar

3) Terwujudnya pelayanan kesehatan rujukan

4) Terlaksananya pelayanan psikososial

5) Terlaksananya pelayanan pendidikan

c. Pelaksana, Struktur Bidang Operasi, dan Kegiatan

1) Pelaksana

i. Pelaksana pelayanan kesehatan saat Tanggap Darurat, terdiri

dari Dinas Kesehatan (Puskesmas, rumah sakit), PMI.

ii. Bidang Operasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan merupakan

bagian dari Posko Penanganan Darurat Bencana,

2) Struktur Bidang Operasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan

tempel

9. Konsumsi 19.600 bungku
s

19.60
0 - BPBD, Dapur

Umum



36

Gambar 5.5
Struktur Bidang Operasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan

3) Kegiatan

Tabel 5.5
Kegiatan Bid Oprasi Kesehatan, Psikososial, dan Pendidikan

No Jenis Kegiatan Instansi/
Lembaga

Penanggung
jawab

(Instansi/Lembaga)
Waktu

1 Mengeluarkan kebijakan
untuk dukungan
kesehatan bagi
organisasi lain dalam
dukungan Penanganan
Bencana

Dinkes Dinkes Sejak Pra
bencana s/d
Pasca bencana

2 Menangani segera para
korban

Pusk.Grabag
Pusk. Ngombol
Pusk.Bragolan
Pusk. Bubutan

Kepala Dinkes
c/q Kabid. P2PL
(Pelayanan Penyakit
Menular &
Penyehatan
Lingkungan)

30 menit pasca
kejadian

KOORDINATOR
BIDOPS

POSKO
KESEHATAN
Kabid P2PL

SANPRAS
Sekretariat

SDM &
PENDIDIKAN
Kabid. SDM

OBAT-OBATAN
Kabid Yankes

INSTANSI LAIN / SKPD TERKAIT
- RSUD “ SARAS HUSADA

- RS SWASTA DI KAB. PURWOREJO

- PMI KAB. PURWOREJO

- DINAS KEBUDAYAAN PEMUDA & OLAH RAGA

- BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN

KETERANGAN :

: Garis komando
: Garis koordinasi
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3 Aktivasi POS Kesehatan
& Pendidikan :
Lokasi Pos kesehatan
Lokasi Sekolah Darurat

Pusk.Grabag
Pusk. Ngombol
Pusk.Bragolan
Pusk. Bubutan
PMI
RSUD
“ SarasHusada”
RS Swasta 7
tempat

Kepala Dinkes
c/q Kabid. P2PL
(Pelayanan Penyakit
Menular &
Penyehatan
Lingkungan)

3 jam pasca
kejadian

Selama 14 hari

4 Mengadakan kontak
langsung dengan
Rumah
sakit/Puskesmas/Pust
u terdekat untuk
mempersiapkan
penerimaan pasien dan
segera mengirim :
- Ambulance
- Tenaga medik
- Obat-obatan

Pusk.Grabag
Pusk. Ngombol
Pusk.Bragolan
Pusk. Bubutan
RSUD
“ SarasHusada”
RS Swasta 7
tempat

Kepala Dinkes
c/q Kabid. P2PL
(Pelayanan Penyakit
Menular &
Penyehatan
Lingkungan)

Setiap saat
Selama 14 hari

5 Mengatur jadwal
petugas kesehatan

Dinkes Kepala Dinkes
c/q Kabid. P2PL
(Pelayanan Penyakit
Menular &
Penyehatan
Lingkungan)

Setiap saat
Selama 14 hari

6 Memantau kelengkapan
sarana/ prasarana/
logistic kesehatan
sekaligus
pengawasannya

Tiap – tiap lembaga
kesehatan yang
terlibat

Kepala Dinkes
c/q Kabid. P2PL
(Pelayanan Penyakit
Menular &
Penyehatan
Lingkungan)

Setiap saat

d. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 5.6

Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Bidang OperasI Kesehatan

No Jenis
Sumber
daya

satuan Kebutuh
an

Keterse
diaan

Kesen
jangan

Instansi /
Lembaga

Strategi
Pemenuh

an
1 Dokter

umum
orang 14 14 - Dinkes

2 Dokter IGD orang 4 4 - RSUD,
Dinkes

3 Dokter
Bedah

orang 4 4 - RSUD,
Dinkes

4 Dokter
ortopedi

orang 2 2 - RSUD, RS
Palang Biru

5 Dokter
anestesi

orang 3 3 - RSUD, RS
Palang Biru

6 Dokter
penyakit
dalam

orang 3 3 - RSUD, RS
Palang Biru

7 Psikiater orang 2 1 1 RSUD Minta
bantuan RS
luar kota yg
tidak
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terdampak

8 Ahli Gizi orang 7 7 0 Dinkes,
RSUD

9 Survailans orang 2 1 1 RSUD RS Sekitar
Kab tidak
terdampak

10 Perawat orang 42 27 15 Dinkes Minta
bantuan
Ikatan
Perawat
Purworejo.

11 Bidan orang 14 14 - Dinkes
12 Ambulans

pasien
orang 14 14 - Dinkes, PMI,

Basnas
13 Obat dan

bahan
habis pakai

paket 100 40 60 BPBD dan
Dinkes

Bantuan ke
Provinsi dan
Pusat

14 Tabung O2 buah 21 21 - Dinkes,
RSUD

15 Tempat
tidur lipat

buah 70 70 - BPBD,
Tagana, PMI,
Batalion 412,
Kodim.
Polres,
Dinkes

15 Tenda utk
medis

unit 6 6 - BPBD, PMI,
Batalion 412,
Kodim,
Polres,
Brimob

16 Genset unit 4 4

DPU)

4 BPBD, PLN,
PMI, Dinkes

17 Meja buah 9 9 - Dinkes, Desa
setempat

28 Kursi buah 45 45 - Desa
setempat

19 Lampu
periksa/tin
dakan

unit 6 6 - Dinkes

20 HT buah 9 9(BPBD
,PMI,DK

K)

- Dinkes, PMI,
ORARI, RAPI,
SENKOM

21 Lapotop &
printer

unit 6 6 - Dinkes

22 Psikososial orang 12 12 - Dinkes.
Dinsos, PMI,
Dinas
Dikbudpora
Relawan PB

23 Peralatan
PSP / KIE

14 set 0 14 - - Pengadaan
Dinas
Pendidikan

- Badan KB
&
Pem.Masy

24 Susu
formula

pak 1.600 750 850 BPBD,
Dinkes,
Dinsos

Mengajukan
bantuan ke
BPNB,
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Kemenkes.
25 Darah

berbagai
golongan (A,
B. O, AB)

kanton
g

30 / 350
cc bag

30 - PMI Minta
bantuan
dari relawan
donor darah

26 Air bersih liter 14 tangki
@6000

14 - BPBD, PDAM

27 Hygien kit paket 2000 200 1800 BPBD Minta
Bantuan ke
BPBD Prov,
BNPB,
Kemenkes.

28 Alat fogging unit 4 alat 4 - Dinkes
29 Kendaraan

operasional
unit 6 mobil 6 - Dinkes,

Dinsos, PMI
30 BBM

operasional
Liter 1.680 1.680 - BPBD, Dinkes

dan PMI.
31 Vitamin box 100 100 box - Dinkes

3. Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik
a. Situasi

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan

November 20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan

intensitas curah hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari

20XX. Pada tanggal 01 Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas

tinggi + 100 mm dengan selang waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2

hari berturut-turut terjadi peningkatan debit air yang terjadi mulai pukul

16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada pukul 19.30 WIB. Terjadi

luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar, menyusul DAS

Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana banjir di

7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa

wilayah mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana

prasarana, sebagian warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang,

sebagian warga belum terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga

selama 7 hari dan diperkirakan 2 meter diatas pemukiman dengan masa

tanggap darurat selama 14 hari.
b. Sasaran

1) Terpenuhinya kebutuhan pangan untuk semua pengungsi (2X sehari).

2) Terpenuhinya kebutuhan non-pangan untuk semua pengungsi.

3) Tersedianya dapur umum di lokasi pengungsian.

4) Tercukupinya bahan logistik untuk semua pengungsi.

c. Pelaksana, Struktur Bidang Oprasi dan Kegiatan
1) Pelaksana
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a) Pelaksana bid-ops Dapur Umum dan Logistik saat Tanggap

Darurat, terdiri dari Dinsosnakertrans, Kodim, DKK, pemerintah

setempat, organisasi relawan lainnya.

b) Berdasarkan Struktur Organisasi Posko Penanganan Darurat

Bencana, bid-ops Dapur Umum dan Logistik berada di bawah

Bidang Operasi.

2) Struktur Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

Gambar 5.6
Struktur Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

3) Kegiatan

Tabel 5.7

Kegiatan Bidang Operasi Dapur Umum dan Logistik

NO Jenis Kegiatan Instansi / Lembaga Waktu

1 Rapat Koordinasi dan
Konsultasi

BPBD, Dinsosnakertrans,
Tagana, Pemerintah
Kecamatan dan desa,
Relawan PB, Kodim,
Bataliyon 412, Polres,
Brimob, ORARI, RAPI dan
Senkom.

07.00 – 09.00

Penangungjawab
Tata Usaha

Bidang Operasi DU &
Logistik

Kasi Kesejahteraan

Ketua Regu

Wakil Ketua Regu

Penangungjawab
Tata Usaha

Ketua Regu

Wakil Ketua Regu

Ketua Regu

Wakil Ketua Regu

Penangungjawab
Tata Usaha

Penangungjawab
Peralatan &
Perlengkapan

Penangungjawab
Memasak

Petugas
Pendistribusian

Penangungjawab
Peralatan &
Perlengkapan

Penangungjawab
Memasak

Penangungjawab
Memasak

Penangungjawab
Peralatan &
Perlengkapan

Petugas
Pendistribusian

Petugas
Pendistribusian
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2 Menghimbau Desa penyangga
untuk membantu
menyediakan makan siang
awal.

Pemerintahan Kecamatan
dan desa, Kodim, Polres.

10.00 – 12.00

3 Membuat dapur umum BPBD, Dinsosnakertrans,
Tagana, Pemerintah
Kecamatan dan desa,
Relawan PB, Kodim,
Bataliyon 412, Polres,
Brimob, ORARI, RAPI dan
Senkom

12.00 – 13.00

4 Pendataan korban BPBD, Dinsosnakertrans,
Kodim, Polres PMI, Relawan
PB.

H0 – H14

5 Menyajikan Makan Malam
awal

BPBD, Dinsosnakertrans,
Tagana, Kodim, Polres,
Relawan PB.

17.00 – 18.00

6 Distribusi bahan makan BPBD, Dinsosnakertrans,
Tagana, Kodim, Polres, PMI,
Relawan PB, ORARI, RAPI
dan Senkom.

H1 – H14

7 Penyajian dan distribusi
makanan

BPBD, Dinsosnakertrans,
Tagana, Kodim, Polres, PMI,
Relawan PB, ORARI, RAPI
dan Senkom.

H1 – H14

d. Proyeksi Kebutuhan dan Ketersediaan

Tabel 5.8
Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Bidops Dapur Umum dan Logistik

NO Jenis
Sumber
Daya

Satua
n

Kebutu
han

Keterse
diaan

Kesenja
ngan

Dinas/ Instansi Setrategi
Pemenuhan

1 2 3 4 5 6 7
1 Tim Dapur

Umum
org 70 70 - BPBD,

Dinsosnakertran
s, Tagana,
Pemerintah
Kecamatan dan
desa, Relawan
PB, Kodim,
Bataliyon 412,
Polres, Brimob,
ORARI, RAPI
dan Senkom

2 Tim
Distribusi
Bahan
Makan

org 70 70 - BPBD,
Dinsosnakertran
s, Tagana, Kodim,
Polres, Brimob,
PMI, Relawan
PB, ORARI, RAPI
dan Senkom

3 Tim
Distribusi

org 70 70 - BPBD,
Dinsosnakertran
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Makanan s, Tagana, Kodim,
Polres, Brimob,
PMI, Relawan
PB, ORARI, RAPI
dan Senkom

4 Tim
Pendataan

org 28 28 - BPBD,
Dinsosnakertran
s, Kodim, Polres,
PMI, Relawan PB.

5 Tenda
Dapur
Umum

unit 28 8 20 BPBD, Tagana,
Batalion 412,
Brimob, Kodim
dan Polres.

Pinjam
rumah
penduduk
setempat
yang
memenuhi
syarat.

6 Dapur Set set 28 5 23 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Mengajukan
bantuan
Provinsi,
Dinsos,
BPBD
Kabupaten
lain dan
Kelompok
Relawan PB
luar kota,

7 Gas 12 kg tabun
g

840 12 828 BPBD, Dinsos,
PMI

Beli,
Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial dan
Dunia usaha
dan
masyarakat

8 BBM ltr 4,200 4,200 - BPBD
9 Kendaraan

Distribusi
unit 14 1 13 BPBD Sewa, pinjam

Dunia usaha
dan
masyarakat.

10 Beras kg 148,54
8

100,000 48,548 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial dan
Dunia usaha
dan
masyarakat

11 Beras
Terdampak
Banjir

kg 49,409 10,000 39,409 BPBD,
Dinsosnakertrans

BULOG,
BPBD,
DINSOS, PMI

12 Lauk pauk org 742,74
0

1,000 741,740 BPBD,
Dinsosnakertrans

BPBD,
DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

13 Lauk pauk
Terdampak
Banjir

org 247,04
4

- 247,044 BPBD,
Dinsosnakertrans

BPBD,
DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

14 Bumbu
dapur

paket 742,74
0

- 742,740 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Mengajukan
bantuan ke
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Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

15 Bumbu
dapur
Terdampak
Banjir

paket 247,04
4

- 247,044 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial,
Dunia usaha
dan
masyarakat

16 Minyak
goreng

ltr 38,559,
347

500 38,558,
847

BPBD, Dinsos dan
PMI

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

17 Minyak
goreng
Terdampak
Banjir

ltr 12,825,
289

200 12,825,
089

BPBD, Dinsos,
PMI

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

18 Mie Instan Dos 123,79
0

1,000 122,790 BPBD, Dinsos,
PMI

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

19 Mie Instan
Terdampak
Banjir

Dos 61,761 300 61,461 BPBD, Dinsos,
PMI

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

20 Air mineral
/air minum

liter 928,42
5

200 928,225 BPBD, Dinsos,
PMI,

Pengadaan,
Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial, Dunia
usaha dan
masyarakat

21 Susu bayi
(0-6 bln)

kg BPBD, DKK,
DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

22 Susu bayi
(6-11 bln)

kg Data
jumlah
bayi
belum
ada

BPBD, DKK,
DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

23 MP Asi bayi kg BPBD, DKK,
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(6-11 bln) DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

24 Botol susu
(dot)

buah BPBD, DKK,
DUNIA
USAHA,
RELAWAN,
PMI

25 Roti boks 123,79
0

150 123,660 BPBD, Dinsos,
Dinkes, PMI

Mengajukan
bantuan ke
Provinsi,
BNPB,
Kementerian
Sosial dan
Dunia usaha.

26 Meja Kursi set 28 28 - BPBD, Dinsos,
Pemerintah Desa
setempat

27 velt bed buah 70 25 45 BPBD, Dinsos,
PMI, Bataliyon
412, Polres,
Kodim

Memakai
Tikar dari
BPBD,
Dinsos dan
pinjam
sumber daya
dari
masyarakat.

28 Serbet lusin 112 25 85 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
pinjam
masyarakat.

29 Kertas Nasi lmbr 742,74
0

- 742,740 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

30 Karet
Gelang

gelang 742,74
0

- 742,740 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

31 Kantong
sampah
100 ltr

plastik 2,100 - 2,100 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

32 Blender unit 28 - 28 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

33 Sabun Cuci bks 840 - 840 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

34 Selang mtr 1,400 - 1,400 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

35 White
Board

unit 14 8 6 BPBD, Pem
Kecamatan dan
Pem Desa stempat

Pinjam SD

36 Alat Tulis
Lapangan

set 14 - 14 BPBD Beli /
pengadaan

37 Plastik
(Bungkus
Minum)

plastik 742,74
0

- 742,740 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

38 Gayung bh 70 - 70 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
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masyarakat
39 Ember

besar
bh 70 - 70 BPBD, Dinsos dan

PMI.
Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

40 Thermos bh 42 - 42 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat

41 Alat Makan set 96,600 - 96,600 BPBD, Dinsos dan
PMI.

Beli /
pengadaan,
sumbangan
masyarakat,
PMI

42 Alat
Komunikas
i

unit 20 20 - BPBD, ORARI,
RAPI, SENKOM
dan Realawan PB

43 Senter unit 20 20 - BPBD, PMI,
Dinsos, Relawan
PB.

44 Wireless
Sound
System

unit 14 - 14 Sewa, Pinjam
Pem
Kecamatan
dan Pem
Desa
setempat.

4. Bidang Operasi Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan Fungsi Sarpras
a. Situasi

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan

November 20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan

intensitas curah hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari

20XX. Pada tanggal 01 Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas

tinggi + 100 mm dengan selang waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2

hari berturut-turut terjadi peningkatan debit air yang terjadi mulai pukul

16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada pukul 19.30 WIB. Terjadi

luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar, menyusul DAS

Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana banjir di

7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa

wilayah mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana

prasarana, sebagian warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang,

sebagian warga belum terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga

selama 7 hari dan diperkirakan 2 meter diatas pemukiman dengan masa

tanggap darurat selama 14 hari.

b. Sasaran.
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1) Tersedianya tempat pengungsian sementara baik

dalam tenda-tenda maupun di bangunan-bangunan umum,

lengkap dengan fasilitas pendukung seperti dapur umum, mck,

dll.

2) Terpenuhinya dukungan logistik yang

diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat

bencana, serta terkoordinasinya semua bantuan logistik dan

peralatan dari instansi/ lembaga/organisasi terkait.

3) Terlaksananya manajemen logistik yang baik

c. Pelaksana, Struktur Bidang Operasi, dan Kegiatan

1) Pelaksana

i. Pelaksana bid-ops Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan Fungsi

Sarpras saat Tanggap Darurat, terdiri dari unsur BPBD, DPU dan

PDAM.

ii. Berdasarkan Struktur Organisasi Posko Penanganan Darurat

Bencana, bid-ops Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan Fungsi

Sarpras berada di bawah Bidang Operasi.

2) Struktur Bidang Operasi

Gambar 5.7
Struktur Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan Fungsi Sarpras

3) Kegiatan

KOORDINATOR

BPBD

Seksi Huntara
dan Sanitasi

DPU

Seksi Air bersih

PDAM

Seksi Tata kelola
pengungsian

SDN Sruwohrejo,
Kantor Kec.
Bayan, Mesjid
Bapangsari
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Tabel 5.9
Kegiatan Bidang Operasi Hunian, Air, Sanitasi, dan Pemulihan

Fungsi Sarpras

No Jenis Kegiatan Instansi/
Lembaga Waktu

1 Menyediakan tempat
pengungsi sejumlah 63.713
jiwa Mengecek bangunan
yang layak untuk
pengungsi.

BPBD, DPU,PDAM, Pem
Kecamatan, Pem. Desa
Relawan PB.

Segera (1
HARI)

2 Menyediakan air minum BPBD, PDAM, Pem.
Kecamatan, Relawan PB

Segera (1
HARI)

3 Menyediakan fasilitas MCK DPU,PDAM, Kec, Relawan
PB.

Segera (1
HARI)

4 Aktifasi akses jalan dan
objek vital

BPBD, DPU, Dishub, Polres,
Satpol PP, RelawanPB.

Segera (2
HARI)

d. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 5.10
Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Bidang Operasi Hunian, Air, Sanitasi,

dan Pemulihan Fungsi Sarpras

No
Jenis

Sumber Daya
Kebutuhan

satuan Kebutu
han

Keters
ediaan

Kesen
janga
n

Instansi /
Lembaga Setrategi

Pemenuhan

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Papan Informasi lembar 15 15 - Pem Desa,

Pem
Kecamatan

-

2 HT buah 30 30 - ORARI,
RAPI,
SENKOM,
Relawan PB

3 Lokasi
penampungan :

Balai Desa unit 15 15 - Pem Desa

Gedung SD unit 15 15 - Dinbudpora

Tempat Ibadah unit 14 14 -

BPBD,
Dinsos
dsetempata
n Pem Desa

Tenda darurat unit 20 - 20 Pinjam dan
di rumah
warga

Pembuatan MCK buah 179642 - 1796
42

BPBD,
Dinsos,
Dikes, PMI
dan
Relawan

Pinjam MCK
masyarakat
setempat.
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5 Mobil WC unit 3 3 LH

6 Genset buah 3 3 - BPBD, PLN.

7
Solar

lt 5600 5600 -

BPBD,
Dinsos dan
PMI.

8 Air bersih liter 179642 179642 - BPBD,
PDAM

9 Tandon air buah 3.000 lt/tand
on

42000

10 Tenda/Tikar Lembar 5.000 300 4.500 BPBD,
Dinsos, PMI

Pengadaan,
5000

11 Truk tenki air unit 6. 6i - BPBD,
PDAM, Din
LH, Din PU

12 Sopir/kenek
truk tenki air
- Sopir

- Kenek

orang

6
6

6
6

-
-

BPBD, LH,
PBAM,
Relawan

13 Masang tenda orang 80 80 - BPBD,
Dinsos,
Banser,
PMB
Rescue,
MDMC,
Relawan PB

14 Tukang kayu orang 140 75 65 BPBD,
Dinsos.
Kodim,
Batalion
412,

Meberdayaka
n tkang dari
masyarakat
yang tidak
terdampak
banjir dan
Realwan PB.

5. Bidang Operasi Keamanan dan Ketertiban

a. Situasi

Kejadian banjir diawali dengan musim penghujan dimulai pada Bulan

November 20XX di Wilayah Kabupaten Purworejo. Terjadi peningkatan

intensitas curah hujan di Bulan Desember 20XX dan Bulan Januari

20XX. Pada tanggal 01 Februari 20XX terjadi hujan dengan intensitas

tinggi + 100 mm dengan selang waktu lebih sari 2 jam dengan durasi 2

hari berturut-turut terjadi peningkatan debit air yang terjadi mulai pukul

16.00 WIB dan mengalami puncaknya pada pukul 19.30 WIB. Terjadi

luapan air sungai dimulai dari sungai DAS Wawar, menyusul DAS

Cokroyasan, kemudian DAS Bogowonto, menyebabkan bencana banjir di

7 kecamatan, yaitu Kecamatan Pituruh, Butuh, Grabag, Bayan, Ngombol,

Bagelen, dan Purwodadi. Bencana banjir berdampak pada beberapa

wilayah mengalami lumpuhnya perekonomian dan rusaknya sarana

prasarana, sebagian warga sudah mengungsi sejumlah 63.713 orang,

sebagian warga belum terungsikan. Dampak banjir dirasakan warga
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selama 7 hari dan diperkirakan 2 meter diatas pemukiman dengan masa

tanggap darurat selama 14 hari.

b. Sasaran

1) Pemahaman dan peningkatan

keamanan lingkungan (Pam Swakarsa).

2) Adanya pengawalan Tim penolong

sesuai dengan ketrampilan dan kualifikasinya (safety wajib

lengkap)

3) Pengalihan jalur akternatif yang

aman dan lancar

4) Proses pemindanan tempat

pelayanan publik aman (terkawal)

5) Pengamanan di tempat

penampungan pengungsi.

6) Pengamanan Pengungsi, obyek vital,

Wilayah bencana, Gudang logistik dan Penyaluran logistik.

c. Pelaksana, Struktur Bidops dan Kegiatan
1) Pelaksana

i. Pelaksana bid-ops saat Tanggap Darurat, terdiri dari unsur BPBD,

TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Relawan SAR.

ii. Berdasarkan Struktur Organisasi Posko Penanganan Darurat

Bencana, Bidops berada di bawah Bidang Operasi.

2) Struktur Bidang Operasi

Gambar 5.8
Struktur Bidang Operasi Keamanan dan Ketertiban

3) Kegiatan

KASATGAS OPS

WAKASATGAS OPS

KAPOS I

1. TNI

2. POLRI

3. POL PP

4. LINMAS

1. TNI

2. POLRI

3. POL PP

4. LINMAS

1. TNI

2. POLRI

3. POL PP

4. LINMAS

KAPOS II KAPOS III
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3) Kegiatan

Tabel 5.11
Kegiatan Bidang Operasi Keamanan dan Ketertiban

No Kegiatan Pelaku/Instansi Waktu

1 2 3 4
1 Pengamanan Jalur Evakuasi Kodim 0708, Polres

Purworejo, Satpol PP,
Dishub, Linmas.

14 hari

2 Pengamanan di Tempat
Pengungsian

Kodim 0708, Polres
Purworejo, Satpol PP dan
Linmas.

14 hari

3 Sosialisasi Pemahaman
Banjir

BPBD, Kodim 0708, Polres,
Dinsosnakertras, PMI, Pem
Kecamatan.

14 hari

4 Pengamanan Obyek Vital Kodim 0708, Polres
Purworejo, Satpol PP dan
Brimob.

14 hari

5 Pengamanan wilayah
Terpapar bencana

Kodim 0708, Polres
Purworejo, Linmas

14 hari

6 Pengamanan gudang
Logistik

Kodim 0708, Polres
Purworejo,, Linmas.

14 hari

7 Patroli Kodim 0708, Polres
Purworejo, Satpol PP,
Linmas.

14 hari

8 Pengawalan Bantuan
Logistik dalam dan luar
negeri

Kodim 0708, Polres, Dishub
dan Brimob.

14 hari

9 Pengaturan Lalu lintas/
Jalan

Polres, Dishub. 14 hari

10 Pengawalan Pejabat Negara
dalam/Luar Negeri

Kodim 0708, Polres, Dishub Insidentil

d. Proyeksi Kebutuhan

Tabel 5.12
Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya Bidang Operasi Keamanan

dan Ketertiban

No Jenis
Sumber Daya

Satu
an

Kebu
tuhan

Terse
dia

Kesen
jangan

Instansi /
Lembaga

Strategi
Pemenu
han

1 Mobil Pick Up unit 3 3 - Kodim=1,
Polres=2

2 Sepeda Motor
unit

9 9 -
Kodim=4,
Polres=4,POL
PP=1

3 Generator set 3 3 - BPBD

4 Tenda Regu
set

3 3 -
POLRI=1,
Bataliyon
412 =2

5 Velbed
buah

3 3 -
Polres=1,
Bataliyon
412 =2

6 Senter buah 6 6 - Kodim=3,
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Polres =3
7 BBM :

- Pic Up (25x3
x14)

- Generator( 30x3x
14)

Liter 1.750
1260

1.750
1.260

-
-

BPBD

8 HT Motorola GM
2000

buah 12 12 - TNI, POLRI,
SENKOM

9 Radio Rigg set 3 3 - ORARI, RAPI,
dan SENKOM

10 konsumsi ( 150
org x 14 hr x 3
kali )

bungk
us 6.300 - 6.300 BPBD

11 Meja
buah

6 6 -
Pem Desa
setempat

12 Kursi
buah

30 30 -
Pem Desa
setempat

13 Kertas karton lembar 45 lb - 45 lb BPBD beli

14 Spidol Besar biji 15 bt - 15 bt BPBD beli

15 Papan/Triplek lembar 3 3 - Pem
Kecamatan,
Pem Desa
setempat

BAB VI
RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana kontijensi ini disusun bersama oleh berbagai instansi/lembaga pemerintah,

lembaga non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, dalam rangka

penanganan bencana banjir Kabupaten Purworejo pada keadaan tahun 2019-2024,

beberapa tindak lan jut yang harus dilakukan adalah:

1. Setelah selesai penyusunan rencana kontijensi ini, dokumen ini akan

ditandatangani oleh setiap pimpinan instansi/organisasi yang terlibat dan

dikukuhkan oleh Bupati Purworejo dalam sebuah Peraturan Bupati.

Penandatanganan dan pengesahan dokumen ini selambat-lambatnya pada bulan

Desember 2019, atau tiga bulan setelah penyusunan dokumen rencana

kontinjensi.

2. Untuk menindaklanjuti rencana kontijensi ini perlu dilakukan

pertemuan/koordinasi secara berkala maupun sesuai kebutuhan untuk

pemutakhiran data dan validasi data lainnya, serta dilakukan persiapan

pengadaan barang yang belum tersedia di masing-masing bidong operasi.

Selambat-lambatnya pada Bulan April 2020, atau setahun setelah penyusunan

dokumen rencana kontinjensi ini.

3. Rencana kontijensi ini diujicobakan dan dipraktekkan dengan skenario lapang

atau geladi lapang yang diturunkan dari skenario kejadian yang terdapat dalam
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dokumen rencana kontinjensi, sehingga setiap sektor dan setiap pihak yang

berkomitmen untuk mendukung rencana kontinjensi ini dapat melaksanakan

kegiatan yang tercantum sesuai kebutuhan masing-masing sektor dan sesuai

dengan perannya masing-masing.

4. Apabila terjadi bencana banjir di Kabupaten Purworejo, segera saat itu juga

rencana kontijensi ini ditetapkan menjadi dasar pengerahan sumberdaya untuk

mendukung pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat yang disesuaikan

dengan kejadian yang sebenarnya. Tanggap darurat pada kejadian sebenarnya

akan menjadi dasar pemutakhiran dokumen rencana kontinjensi ini.

5. Apabila tidak terjadi bencana banjir di Kabupaten Purworejo, rencana kontijensi

ini akan ditinjau kembali pada tahun berikutnya dengan catatan akan

disesuaikan proyeksi kebutuhannya secara berkala melalui rapat koordinasi

dengan sektor terkait.

6. Apabila sampai batas waktu yang direncanakan tidak terjadi bencana banjir,

maka rencana kontijensi ini akan diperpanjang masa berlakunya hingga tahun

2024.

7. Koordinasi untuk penyusunan, pemantauan dan pemutakhiran rencana kontijensi

ini dilakukan oleh BPBD Kabupaten Purworejo.

8. Rencana Kontinjensi Bencana Banjir ini adalah melengkapi kesiapsiagaan

masyarakat yang semestinya juga dibangun. Karena itu tugas para pemangku

kepentingan dalam rencana kontinjensi ini adalah juga memastikan kesiapsiagaan

masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami.
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